PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 1 TAHUN 1961 (1/1961)
TENTANG
BARANG

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang

bahwa unt uk kepentingan :

a. Kesehat an dan kesel amat an rakyat ;

b. Kesel amat an kerj a dan nodal

C. Mit u dan susunan bar ang;

d. Per kembangan duni a perdagangan dan i ndustri
e. Kel ancar an penbangunan;

di anggap perlu nengadakan peraturan-peraturan tentang barang
penmbungkusannya, penandaannya dan pengawasannya;

Mengi ngat :
a. Pasal - pasal 22 berhubungan dengan Pasal 23 Undang- Undang
Dasar ;
b. Undang- undang Darurat No.7 Tahun |955, vyang telah nenjadi
Undang- undang dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1961
(Lenbar an- Negara Tahun 1961 No. 3).

Mendengar
Musyawar ah Kabi net Kerja ke-57 tanggal 13 Desenber 1960.

MEMUTUSKAN

Per t ana:
Mencabut Ver pakki ngsordonnanti e (Staatsblad 1935 No. 161).

Kedua: Menet apkan
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG TENTANG BARANG

Ket ent uan unum
Pasal 1.

1. Dal am Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini dan
ket ent uan- ketentuan selanjutnya yang diadakan berdasarkan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini yang di maksud
dengan :

a. Bar ang- barang ialah: Senua barang yang di perdagangkan atau
di tuj ukan untuk di perdagangkan dan ditunjuk dengan atau atas
kuasa Perat uran Penerintah.

b. Menteri i1alah : Menteri yang ditugaskan untuk nelaksanakan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini, tugas nana
di t et apkan dengan Perat ur an Peneri nt ah.

2. Dal am Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini dan



ket ent uan-ketentuan selanjutnya yang diadakan berda sarkan

geraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini, maka disamakan

engan :

a. " Menj ual " bar ang: nmenyaj i kan  di t enpat - t enpat penj ual an,
nmenyer ahkan, nmem li ki, persediaan di tenpat-tenpat penjual an,
dal am rumah-rumah nmakan di pabri k-pabri k di mana bar ang- bar ang
itu dihasilkan, dan juga nmemliki persediaan di ruang-ruang
perusahaan, lain daripada yang tersebut di atas, di halaman-
hal aman, dal am kender aan- kenderaan dan perahu-perahu kecuali
jika adanya persediaan di t enpat -t enpat yang di sebut
bel akangan i ni ternyata semata-mata untuk di pergunakan
sendiri;

b. Menghasi | kan barang: nenbuat, nengolah, nenelihara, nenmadu
nmengubah dan nmenbungkus.

Pasal 2.

Dengan atau atas kuasa Peraturan Penerintah dapat di adakan
per at ur an- per at uran tent ang:

1. Susunan bahan, bentuk dan kegunaan dari barang-barang bahan-bahan
baku dan bahan- bahan penolong serta alat-alat yang
di pergunakan untuk nenghasilkan dan/atau nenjual barang-
bar ang;

2. Penyel i di kan/ peneri ksaan/ pengawasan bar ang- bar ang, sepanj ang
nmengenai sifat, susunan bahan, bentuk kegunaan, pengol ahan,
penandaan serta penbungkusannya;

3. Penbungkusan barang, serta sifat susunan bahan, bentuk dan
permakai an al at penbungkus;

4. Penberi an nama dan/atau tanda-tanda yang nenunjukkan asal sifat,
susunan bahan, bentuk banyaknya dan/atau kegunaan barang-
barang yang baik diharuskan rmaupun tidak di perbol ehkan
di bubuhkan atau dilekatkan para barang, penbungkusannya
tenpat-tenpat dinmana barang-barang itu diperdagangkan dan
alat-alat reklane pun cara penbubuhan atau nel ekatkan
nanme/ at au t anda-tanda itu;

5. Pencegahan perdagangan dan ekspor Dbarang-barang yang tidak
nmenmenuhi per at ur an- peraturan yang di maksud ol eh pasal ini, pun
bar ang- bar ang yang pemasukannya ( pengi npor annya),
penj ual annya, penbuatannya serta pengeksporannya dilarang
unt uk kepentingan kesehatan atau politik ekspor:

6. Hal - hal yang ber hubungan dengan penggunaan pel aksanaan, penegakan
dan pentaatan peraturan-peraturan yang di adakan dengan atau
atas kuasa Perat uran Penerintah Pengganti Undang-undang i ni .

Pasal 3.
Bar ang- barang yang nenpunyai sifat yang sangat khusus, da pat
di at ur dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang- undang
tersendiri.
Pasal 4.

Per at ur an- peraturan ternaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dapat



nmenent ukan | arangan nengi npor, nenghasilkan, nenjual dan/ atau
nmengekspor barang-barang :

a. guna kepenti ngan kesehatan atau politik ekspor;

b.jika barang itu dan/atau penbungkusannya tidak selalu nenda pat
pengawasan dari Jawat an Kesehatan dan Departenen Perindustrian
Rakyat yang di maksud dal am Pasal 5;

c.jika barang itu tidak dibungkus nenurut cara yang ditetapkan
seperti di maksud ol eh Pasal 2 ayat 3.

d.jika barang itu dan/atau penbungkusannya tidak dibubuhi dengan
tanda seperti ditetapkan dengan/atau atas kuasa Per aturan
Pener i nt ah;

e.jika Dbarang-barang tersebut dan/atau penbungkusannya tidak
nmendapat pengawasan dari Jawatan Kesel amatan Kerja dal am hal
yang di naksud Pasal 5 ayat 5.

Penyel i di kan/ peneri ksaan/ pengawasan.
Pasal 5.

1. Penyel i di kan peneri ksaan barang dilakukan ol eh Balai-
bal ai / Badan- badan Penyelidi kan yang ditunjuk atau diakui dengan
atau atas kuasa Peraturan Penerintabh.

2. Bal ai - bal ai / Badan- badan Penyel i di kan tersebut pada ayat
(1) pasal ini nengerjakan penyelidikan/peneriksaan nenurut ke
t ent uan- ket entuan yang ditetapkan dengan atau atas kuasa Pera
turan Penerintah.

3. Bal ai - bal ai / Badan- badan Penyel i di kan tersebut pada ayat
(1) pasal ini nengerjakan penyelidi kan/ peneri ksaan atas perm nta an
setiap orang, yang diajukan dengan sukarela ataupun berdasarkan
ket ent uan dal am Pasal 4 sub b, dengan syarat-syarat dan pengganti an
j asa nmenurut ketentuan yang ditetapkan ol eh Menteri,

4. Jawat an Kesehatan dan Departenen Perindustrian Rakyat
nmel akukan pengawasan nenurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan
dengan Per aturan Penerint ah.

5. D sanping instansi-instansi yang tersebut dalam ayat
(5), Jawatan Kesel amatan Kerja nel akukan pengawasan dal am hal - ha
yang akan ditetapkan dengan Perat uran Peneri ntah.

Penmungut an.
Pasal 6.

Unt uk menbi ayai pengel uaran- pengel uaran yang dil akukan guna
kepenti ngan pel aksanaan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang ini, dapat ditarik penmungutan dari pi hak yang Dber
kepent i ngan.

Pasal 7.



Besarnya penungut an, cara nenari knya dan cara nenghitung nya
di atur dengan/ atau atas kuasa Per aturan Peneri nt ah.

Pani ti a barang.
Pasal 8.

1. Peraturan Penerintah. seperti dinaksud ol eh Pasal 1 sub
a dan b Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5),
Pasal 7 hanya boleh ditetapkan di ubah atau dicabut, sesudah
di dengar nasehat dari Panitia Barang, Yyang susunan serta cara
kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Peneri ntah.

2. Panitia Barang dapat nengaj ukan usul-usul yang berhu-
bungan dengan ti ndakan-ti ndakan yang nenurut pendapatnya perl u bagi
pel aksanaan Peraturan Penerintah Pengganti Undang,
undang ini.

Ket ent uan hukunman
Pasal 9.

Per buat an- per buat an yang bertentangan dengan atau nelang gar
ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang ini atau peraturan-peraturan pel aksana
annya di anggap sebagai tindakan pidana ekonom , dan di hukum sesua
dengan ket entuan- ket ent uan dal am Undang- undang Darurat No. 7 Tahun
| 955 sebagai di ubah dengan Undang-undang Darurat No. 8 Tahun | 958.

Ket ent uan Peral i han
Pasal 10.

Per at ur an pel aksanaan dari Verpakki ngsordonnantie (Staats bl ad
1935 No. 161), tetap berlaku dan dianggap sebagai peraturan-
per at ur an pel aksanaan dari Peraturan Penerintah Pengganti Un dang-
undang ini, selama peraturan tersebut belum diganti ol eh Peraturan-
per at ur an yang di adakan berdasarkan Peraturan Pene rintah Pengganti
Undang- undang i ni .

Pasal 11.

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Penerintah Peng
ganti Undang-undang ini, dan dianggap perlu untuk nenperlancar
pel aksanaan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini, akan
di atur dengan Peraturan Penerint ah.

Penut up.
Pasal 12.
1. Peraturan ini disebut : Peraturan Penerintah Pengganti Undang-

undang dan mul ai berl aku pada hari di undangkan.
2. Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya nenerin tahkan



pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang i ni
dengan penenpat an dal am Lenbaran Negara Republ i k | ndonesi a.

D sahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 1961
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A

ttd.
SUKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 1961
SEKRETAR S NEGARA

ttd.
MOHD. | CHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOMCR 1 TAHUN 1961
TENTANG
BARANG

D pasar |Indonesia diedarkan bernacam macam barang dagangan
antara mana ada yang bermutu kurang baik atau tidak baik, keadaan
yang dem ki an dapat nenbahayakan kesehatan rakyat dan lain-lain ha
yang nerugi kan. Ji ka barang-barang yang dem kian itu dieksport ke
luar negeri dapat juga nerugikan nama |ndonesia dalam dunia
per dagangan.

Ber hubungan dengan keadaan yang dem kian itu nmaka dirasa= kan
sangat perlu adanya peraturan-peraturan yang nengatur baik nutu
maupun susunan bahan serta penbungkusan barang- barang dagangan.

Sebel um perang dunia ke-11 Kkita nengenal beberapa peraturan
antara lain :

a. " Pharmaceuti sche stoffen Keuringsordonnantie" (Staatsblad 1936

Nomor 60) dan "Sterkwerkende geneesm ddel en ordonnantie"

(St aat sbl ad 1937 Nonmor 641) yang khusus nenj aga kesehat an;
b."Ordonnantie op de slachtbelasting 1936" (Staatsblad 1936 Nonor

671) sebagai sejak tel ah diubah dan ditanbah ordonnantie mana

antara | ain nmenetapkan kewajiban untuk nmem nta izin menotong

sapi, kuda, babi dan sebagainya, yang secara tidak |angsung

j uga nmenj aga kesehat an rakyat ;

c. " Ver pakki ngsordonnantie” (Staatsblad 1935 Nonor 161) vyang
nmengat ur penbungkusan bar ang dagangan pada umunmya.

Peraturan tersebut dalam sub a dan b tidak dapat digunakan
unt uk bar ang dagangan dal am arti kat a yang | uas.
"Ver pakki ngsordonnantie" neliputi barang dagangan pada unmumya,
tapi pel aksanaannya adal ah terbatas, karena ordonnantie tersebut
hanya nenungki nkan penjagaan mutu barang dengan nengadakan



per at ur an- per at ur an nengenai cat at an- cat at an/ tanda-tanda  yang
di adakan pada bungkusan atau tenpat-tenpat dinmana barang itu
di tawar kan at au pada bahan rekl ane yang di gunakan.

Tapi kenyataannya ialah banyak barang yang diperdagangkan
ti dak dengan bungkusan atau catatan tanda apapun, sehingga barang
itu tidak dapat di kuasai ol eh "Verpakki ngsordonnantie".

Ber hubung dengan itu, maka Penerintah nencoba nengaj ukan
Rencana Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang Barang yang
nmenguasai barang apapun yang di perdagangkan di | ndonesi a.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang tersebut bersifat
per at ur an pokok.

Pel aksanaannya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan akan
pengawasan barang-barang tertentu dan juga dengan kesanggupan
apar at yang bertugas nenjalankan penyelidikan peneri ksaan/
pengawasan bar ang.

Dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang i ni
di cabut kenbali "Verpakki ngsordonnantie" akan tetapi peraturan
pel aksanaannya tetap di pakai sanpai waktu diganti dengan Peraturan
ber dasarkan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
Peraturan Pel aksanaan baru dari "Verpakki ngsordonantie" tidak
di mungki nkan | agi .

Ber hubung sifat yang sangat khusus dari peraturan-peraturan
tersebut dalam sub a dan b di atas, nmaka peraturan-peraturan itu
tak perlu dicabut. Lagi pula peraturan tersebut tidak mengganggu
pel aksanaan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang i ni .

PASAL DEM PASAL
Pasal 1.

Yang dikuasai oleh Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang i ni ialah barang-barang yang di perdagangkan/dituj ukan unt uk
di perdagangkan, hingga tidak neliputi barang yang dibuat untuk
di pergunakan sendiri. Pun hanya nengenai barang-barang yang
di t unj uk, ber hubung dengan masi h t er bat asnya al at
penyel i di kan/ peneri ksaan pengawasan yang ada.

Per | uasan penunjukan barang sejal an dengan perluasan apar at
yang bertugas nenyel i di ki / meneri ksa/ mnengawasi bar ang.

Pasal 2.
Cukup j el as.

Pasal 3.

Mengenai barang yang sifatnya sangat khusus dapat di adakan
Undang-undang tersendiri. Hal ini dilakukan jika dianggap perlu,
j adi bukan keharusan. Pasal ini hanya nenbuka kenungki nan di nana
di pandang perl u.

Pasal 4.
Cukup j el as.

Pasal 5.
Penyel i di kan dan peneri ksaan di | akukan ol eh:
1. Bal ai / Badan Penyel i di kan Peneri nt ah yang di t unj uk ol eh
Pener i nt ah;
2. Bal ai / Badan Penyel i di kan Partikulir yang di akui ol eh Penerintah



Pasal 6 dan 7.
Yang di maksud dengan penungutan di sini  bukan ganti jasa
tetapi semacam pajak (heffing). Ini perlu nengatasi biaya-biaya
yang di kel uar kan unt uk pel aksanaan per at uran-peraturan ini.

Pasal 8.

@Qina "ketentuan" dalam nenentukan peraturan tentang barang
perlu di dengar nasehat dari akhli dan gol ongan yang faham tentang
sel uk- bel uk barang, maka perlu adanya Panitia Barang yang nerupakan
Pani ti a Penasehat.

Pasal 9.

Ber hubung perbuatan yang Dbertentangan atau pel anggaran
ket ent uan- ket ent uan i ni berki sar dal am | apangan perekonom an, mnaka
sudah sepat ut nya di masukkan tindak pi dana ekonom .

Ti ndakan yang dengan sengaj a dil akukan dianggap kejahatan.
Ti ndakan yang ti dak dengan sengaj a di | akukan di anggap pel anggar an.

Pasal 10.
Peraturan pel aksanaan dari "Verpakki ngsordonnantie" nasih
di anggap berl aku, sebel um diganti, untuk nmenjaga "kekosongan",

Pasal 11 dan 12.
Cukup j el as.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber: LN 1961/ 8; TLN NO 2146



